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P U T U S A N 

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.CN 
 
 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA CIREBON 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 

31 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Karyawan Swasta di Bank BTPN Syariah, tempat 

tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 03 

Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Karyawan Swasta di Hotel Metland, tempat tinggal di 

Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan 

register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 08 Juli 2024, telah 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 

pada tanggal 10 Oktober 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 696/33/X/2013, tertanggal 10 Oktober 

2013;   
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.CN 

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka;  

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal terakhir di rumah milik bersama di di Kampung Penggung Selatan 

RT 003 RW 007, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, 

Jawa Barat;  

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana 

layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang 

bernama ANAK, NIK XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kota Cirebon, pada 

tanggal 23 September 2014, pendidikan sekarang SD kelas 4, dan saat ini 

tinggal bersama dengan Penggugat;  

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah 

bercerai;  

6. Bahwa pada awal bulan April 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat;  

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga 

saat ini, terhitung sudah 2 tahun lebih 3 bulan lamanya, Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, 

serta Tergugat tidak ada i'tikad baik kepada Penggugat, yakni tidak pernah 

datang kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;  

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil;  

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami 

sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan 

sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah 

tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian 

ini ke Pengadilan Agama Cirebon;  

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan 

Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak yang masih dibawah 

umur dan untuk rasa kasih sayang terhadapnya, maka Penggugat mohon 
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agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak bernama DILIFIA NUR 

ASSYIFA BINTI NURHADI berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan 

Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses untuk bertemu dengan 

anak;  

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya 

pemeliharaan, yang ditaksir setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu 

juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu 

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 

anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar 

putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan 

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;  

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan  Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan 

atas anak yang bernama DILIFIA NUR ASSYIFA BINTI NURHADI;  

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak 

sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah 

1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui 

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap 

tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;  

5. Membebankan biaya perkara kepada  Penggugat;  

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang 

seadil-adilnya;  

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di 
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persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 9 Juli 2024 dan Nomor 

396/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat 

dengan pencabutan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana 

tertulis pada posita angka 10 dan 11 dan petitum angka 3 dan 4; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Bukti Surat  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, 

NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen 

di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu 

diberi paraf dan tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 

XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa 

Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda 

P.2; 

B. Bukti Saksi 
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1. SAKSI I, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 02 Februari 1974, umur 

50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah 

tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, hubungan saksi dengan 

Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat; 

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

istri dan telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tbertempat 

tinggal terakhir di rumah milik bersama; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada awal bulan 

April 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan 

alasan bekerja dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa 

sebab dan alasan yang jelas; 

- Bahwa sejak pada awal bulan April 2022, sampai saat ini Penggugat 

dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih 3 bulan lamanya, 

Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah 

untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling 

berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi; 

2. SAKSI II, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 28 Maret 1972, umur 

52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, 

bertempat tinggal di Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat 

sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat; 

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

istri dan telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tbertempat 

tinggal terakhir di rumah milik bersama; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada awal bulan 
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April 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan 

alasan bekerja dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa 

sebab dan alasan yang jelas; 

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 

2 tahun lebih 3 bulan lamanya, karena sejak pada awal bulan April 

2022, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi 

nafkah untuk Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling 

berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi 

dan telah mencukupkan bukti-buktinya; 

Bahwa   Penggugat   telah   menyampaikan   kesimpulan   yang   

isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 9 Juli 2024 dan Nomor 

396/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 

125 ayat (1) HIR; 
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Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan 

Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan 

Tergugat dengan dalil-dalil sejak pada awal bulan April 2022, hubungan rumah 

tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun Tergugat tidak pernah 

pulang dan mengirimkan kabar, tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, 

dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- 

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 

3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea 

Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang 

Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan 

dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti 

P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat 

bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan 

dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai); 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan 

bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah principal yang memiliki 

kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;  
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Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta 

autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, 

karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa 

bukti Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) 

terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, 

oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara 

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut 

dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap; 

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah 

mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan 

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan 

dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan 

Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir in 

person di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, 

sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur 

dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan 

terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, 

pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 171 HIR; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan 

saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan 

saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga 

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu 

dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga 

keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan 

pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat a quo dikonstatasi sebagai 

fakta hukum yang tetap; 
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Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat 

tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan 

substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, 

ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum 

sebagai berikut: 

− Bahwa hubungan hukum (rechtsbetrekking) Penggugat dan Tergugat 

adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak; 

− Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun 

sejak pada awal bulan April 2022; 

− Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) 

tahun, tidak pernah pulang dan mengirimkan kabar, tidak peduli lagi dengan 

kehidupan Penggugat, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada 

Penggugat;  

− Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat 

dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling 

memedulikan lagi; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum a quo, 

Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan 

berdasar hukum Islam dan hukum positif; 

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi 

oleh akad yang sangat kuat (mitsâqan ghalizhan) antara suami dan istri. 

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan 

ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan 

cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 

Ar-Rum ayat 21: 
نۡ  لكَُم خَلقََۡ أنَۡ  ۦٓتِهِۡءَايَۡ  وَمِنۡ  وَدَّةۡ  نكَُمبَيۡ  وَجَعَلَۡ هَاإِلَيۡ  ا ۡكُنُوٓۡل ِتسَۡ  اجۡ وَ ۡأزَۡ  أنَفسُِكُمۡ  م ِ  مَّ
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يَتفَكََّرُونَۡ مۡ ل ِقَو ۡ تۡ يَۡ لَٓۡ لِكَۡذَۡ  فيِ إِنَّۡ مَة ۡ وَرَحۡ   
Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;” 

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci 

antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (vide 

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri 

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima 

segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin 

untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomorۡ16ۡTahunۡ2019ۡdisebutkanۡ“Perkawinanۡadalahۡikatanۡlahirۡbatinۡantaraۡ

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

YangۡMahaۡEsa”; 

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua 

hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) 

sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang 

dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan 

suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan; 

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga berdasarkan ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, peran suami adalah 

pembimbing dan pelindung terhadap istri dan rumah tangganya serta 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuanya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apa yang menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban suami dalam rumah tangga Penggugat dan 
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Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut telah 

terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang suami yang pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) 

tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan 

batin kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, maka Pengadilan 

perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Wahbah Azzuhaili dalam 

kitabnya al-fiqh al-islam wa Adillatuhu, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih 

sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut: 

 

 

 

 Artinya: 

  “Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap 

istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri 

berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu 

menjamin nafkahnya;” 

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat 

selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut dan tidak pernah mengirimkan nafkah 

serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat tersebut telah dapat dianggap 

mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat dan perbuatan 

Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum 

yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, 

oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 19 

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan fakta salah satu pihak suami atau istri sudah 

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak 
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lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, 

telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu 

sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi 

menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, serta 

menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas, 

sehingga tidak adanya lagi harapan dan manfaat (mashlahat) untuk 

mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan 

melahirkan penderitaan (mafsadat) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun 

Tergugat yang berkepanjangan; 

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada 

kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam 

kitab Al-Asybah wa al-Nazhair, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub 

al-‘Ilmiyah:ۡBeirutۡLebanon,ۡTahunۡ1983ۡM-1403 H, halaman 87, yang diambil 

alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut: 

المصال  جلب  من أولى المفاسد درء  

Artinya:  

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih 

kemaslahatan;” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf 

(b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang bahwa gugatan hak asuh anak dan nafkah anak 

sebagaimana tertulis pada posita angka 10 dan 11 dan petitum angka 3 dan 4 
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telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu 

mempertimbangkannya lebih lanjut; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang 

perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan 

kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk 

mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. 

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad 

Nurmadani, S.Ag. dan Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Uli Anisah, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis, 

 

TTD. 

 

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.   
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.CN 

 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 

 

                  TTD.                                    TTD. 

Muhammad Nurmadani, S.Ag.   Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.   

 

Panitera Pengganti, 

 

TTD. 

Uli Anisah, S.H.   

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. PNBP :   Rp50.000,00 

2. Proses : Rp75.000,00 

3. Panggilan  : Rp390.000,00 

4. Redaksi :  Rp10.000,00 

5. Meterai : Rp10.000,00 

   Jumlah : Rp535.000,00  

 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) 
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